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Abstract

ormatively and ideologically, law enforcement activity in Indonsia
Muld be done with full respect to cultural values of the society wher
ever the law enforcement take place. Unfortunately, objectively can
bee seen that there are many evidences show that the law enforcement process
so far ignore the cultural values of the society. It look like an empirical thesis
that the law enforcement in all of it phase always subjected to moral values
ignorance, started in the law making process by legislative authority, law imple-
mentation or application by the executive authority, and in case resettlement
by the judicial authority.
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PENDAHULUAN

Kemunduran kualitas penegakan hukum di tanah air tel ah dirasakan sgjak
lama. Beberapa fakta yang menjadi bukti otentik yang mendukung penilaian
ini antaralain, di ranah pembentukan hukum ditandai dengan banyaknya produk
perundang-undangan yang diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi.
Belum lagi fakta banyaknya anggota legidlatif yang terlibat kasus hukum dan
dikenai pidanakarenasepak terjangnyasebagal anggotalegidatif, baik di tingkat
pusat maupun di daerah. Salah satu kasus yang fenomenal di tahun 2009/2010
dalam ranah aktivitas legislasi nasional ini adalah hilangnya ayat tembakau
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dari RUU Kesehatan.*

Di ranahimplementas kekuasaan eksekutif, faktabanyaknyaperkaragugatan
ke Peradilan Tata Usaha Negara yang berlatar belakang ketidakpuasan atas
K eputusan Pejabat Tata UsahaNegara, sertabanyaknya pejabat kepaladaerah
yang tersangkut perkara di pengadilan dan dikenai pidana, merupakan bukti
rendahnyaintegritasmoral aparat pel aksana kekuasaan eksekutif di negeri ini.
Sementaraitu, di ranah kekuasaan yudisia (kehakiman), faktabanyaknyaputusan
pengadilan yang tidak dapat dieksekusi, atau proseseksekus yang menghadapi
perlawanan sengit dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, serta kasus-kasus
keterlibatan aparat penegak hukum dalam berbagal perkara, merupakan bukti nyata
buruknyapenegakan hukum di negeri ini. Kasuslenggang kangkungnyatersangka
pidanaGayus Tambunan dari Rumah Tahanan Brimob keluar negeri dan Bali, serta
kasus-kasusdiadilinyajaksadan hakim merupakan bukti carut-marutnyamentalitas
dan moralitasaparat penegak hukumkita.

Silang pendapat berkepanjangan mengena kondis penegakan hukum di tanah
air merupakan topik bahasan yang tidak pernah usang ditelan zaman. Hal ini
merupakan pertandabahwa sebenarnyamasyarakat tetap menaruh perhatian dan
keprihatinan ataskondis penegakan hukum ini, dan tetap menghendaki perlunya
upaya-upaya perbai kan menuju terwujudnyakondis penegakan hukum yang baik.
Menyuarakan faktadan keprihatinan secara santun diharapkan dapat membantu
memeliharakesadaran publik tentang Situas dankondis yangterjadi di sekitar kita

Penulisan makalah ini dimaksudkan untuk membahas berbagai hal yang
merupakan dampak negatif terabaikannyanilai-nilai budaya (kultural) dan moral
(akhlak) dalam proses penegakan hukum. Kajian ini dilakukan dengan menggu-
nakan data sekunder, berupahasil-hasil penelitian yang pernah penulislakukan
di berbagai daerah di masalalu, disertai elaborasi dengan pemikiran dan pen-
dapat sertahasi| penelitian pihak lain. Temayang dikaji ini padadasarnyatelah
menyitabanyak

HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN
Silang Sengkarut Penegakan Hukum

Tidak ada kata sepakat mengenai faktor penyebab buruknya kualitas
penegakan hukum di tanah air. Jika ditanyakan pada aparat penegak hukum
(anggota legidatif sebagal pihak yang berwenang membuat peraturan per-

!Bandingkanjuga: Wolfgang Weigel, 2008, Economics of The Law, London & New York: Routledge,
hal. 124 dst.
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undang-undangan, aparat eksekutif sebagai pihak yang berkompeten melaksana-
kan peraturan perundang-undangan, dan aparat penegak hukum sebagal pemegang
dan pel aksanakekuasaan yudisia —kehakiman), masing-masing akan mengajukan
apology atau feit d’ exuse (permaafan atas sepak terjangnya) dan melemparkan
tanggung jawab padapihak lain.

Jika kita carikan jawabannya di ranah saintifik, para sosiolog hukum
sampai padaidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan
baik atau buruknya penegakan hukum di suatu lingkungan sosial. Di antara
para sosiolog hukum pun berbeda pendapat mengenai berbagai faktor yang
menentukan kualitas baik buruknya penegakan hukumini. Seorang seperti Soer-
jono Soekanto misalnya, sampai pada kesimpulan bahwa baik buruknya pe-
negakan hukum di suatu negaradipengaruhi oleh limafaktor penting. Pertama,
faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak
hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan pene-
rapan hukumnyayang berkaitan dengan masal ah mentalitas. Ketiga, faktor sa-
ranaatau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor
masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku dan di-
terapkan yang berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang me-
refleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil
karya, ciptadan rasayang didasarkan pada karsamanusiadi dalam pergaulan
hidup.?

Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang
berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan dergjat kedekatannya
pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat.® Berdasarkan kriteria
tersebut, Satjipto Rahardjo membedakan tigaunsur utamayang terlibat dalam
proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang cg. lem-
baga legidlatif. Kedua, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim.
Ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga, negaradan sosial. Da-
lam rangkaian mekani sme penegakan hukum tersebut dikemukakan oleh Satjip-
to Rahardjo, bahwa keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam
mel aksanakan tugasnyadimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan
itudibuat.*

2 Soerjono Soekanto, 2010, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Yogyakarta:
Genta Publishing, hal. 4 -5.

3 Satjipto Rahardjo, 2010, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosioogisl, Yogyakarta:
Genta Publishing, hal. 23-24.

41bid., hal. 115.
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Dengan berpijak padahasil pengamatan empiris, Artidjo Alkostar melihat
bahwa proses penegakan hukum, khususnya dalam konteks penanggulangan
kegjahatan korups, terdapat sejumlah variabel yang berpengaruh. Menurut beliau,
faktor-faktor itumeliputi substans perangkat hukum, hukum acaranya, mentaitas
penegak hukum, integritas penegakan hukum, kondis sosid politik, peranlembaga
advokasi masyarakat, termasuk perguruan tinggi, media massa, dan lain-
lain.*K eterlibatan sgumlah besar variabel penegakan hukumini menegaskan betapa
proses penegakan hukum secarakesel uruhan tidak terlepasdari konteks (habitat)
sosal tempat berlangsungnya penegakan hukum. Hal ini jugamempertegasbahwa
kondis penegakan hukum adalah bervarias di antaraberbaga habitat sosia hukum.

Keterkaitan Budaya dengan Hukum

Pengesampingan dan pengabaian peran penting berlakunya nilai-nilai
budaya— kultural di dalam masyarakat terhadap proses penegakan hukum me-
rupakan stereoti pe penegakan hukum yang berpegang pada paradigmapositi-
visme. Bagi paratokoh positivisme hukum seperti John Austin dan HansKelsen
sertaparapengikutnya, hukum memang dilihat semata-mata sebagai instrumen
teknis pengaturan dan pengendalian masyarakat, yang diciptakan dan diber-
lakukan oleh pemegang kekuasaan, tak lebih tak kurang. Dalam bingkai pe-
mikiran kaum positivis bekerjanyahukum tak bersangkut paut dengan masalah
moral dan budaya. Sepanjang aturan hukum diterapkan sesuai dengan standar
prosedur, maka keadilan tercipta dengan sendirinya.

Sudah barang tentu banyak orang yang tidak setuju padapemikiran kaum
positivisitu. Kendati demikian, dalam konteks keindonesiaan, pendidikan tinggi
hukum segjak zaman penjajahan (kolonial) telah terlaksana dengan bertumpu
pada paradigma pemikiran hukum positivistik demikian itu. Dengan demikian,
dapatlah dimengerti bahwa sejumlah besar aparat penegak hukum di tanah air
jugaterlanjur tumbuh besar dalam bel enggu pemikiran hukum yang positivistik,
formalisme legalistik demikian itu. Kendatipun ada segelintir tokoh hukum
nasional yang mencobamengusung pemikiran hukum yang berbasispadanilai-
nilai budaya masyarakat, seperti Van Vollenhoven, Ter Haar Bzn dan para
pengikutnya, gaung pemikiran mereka ini tetap saja tetap kalah berhadapan
dengan sepak terjang aparat penegak hukum yang bersikukuh dengan pemikiran
hukum positivistik.

5 Artidjo Alkostar, 2008, Korupsi Politik Di Negara Modern, Yogyakarta: FH U1l Press, hal. 136.
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Pemikiran hukumyang berparadigmapostivigtik itu padadasarnyardtif tidak
bermasalah dalam lingkungan masyarakat yang homogen, liberal dan kapitalistik.
Habitat sosial hukum berparadigma positivistik itu sgjatinya memang adalah
masyarakat EropaBarat eraindustri abad ke sembilan belas. Itu adalah erapasca
Revolus Perancisyang penuh euporiakebebasan dari penindasan rezim absol ut
yang sanget represif, menindasdari rezim sebelumnya Sebenarnyajugatidak semua
ahli hukum di Eropa Kontinental sekalipun yang setuju dan menerima paham
positivisnmehukumitu. Kitameihat bahwada am perkembangan hukumdi kemudian
hari, di EropaKontinental [ahir paham pemikiran hukum bebas (Freirechtslehre),
yang dalam banyak hal mendobrak ide-ide pemikiran hukum positivistik yang
dipandang menjadi sumber ketidakadilan hukum.

Demikian jugahal nyadengan kel ahiran ide pemikiran hukum berparadigma
sgjarah (Madzhab Historis) yang jugaberasal muasal di EropaKontinental. Orang
seperti Friederich Carl von Savigny tidak bisamenerimaalur berpikir dantesis
pemikiran hukum berparadigmapositivistik yang seakan-akan tidak memperlakukan
manusiasebagal manusi akarenamengabai kan faktor budayadaam pertumbuhan
dan perkembangan hukum yang menyejarah.Savigny sebenarnyamemperoleh
ingpiras dari Montesqueu yang berpandangan adanyaketerkaitan erat antarahukum
danjiwabangsa. Bagi Savigny, hukumitutidak dibuat (secaraartificia) sebagamana
yang dimaksudkan parapenganut paham hukum positivistik, melainkan tumbuh dan
berkembang bahkan mati bersamabangsa. Hukumitu merupakan manifestas dari
budayayang mencerminkan jiwabangsa. Van Vollenhoven yang mengikuti alur pe-
mikiran Savigny ini di kemudian hari menjadi penentang unifikas hukumdi Hindia
Belanda, sekaligus menjadi pembelapemberlakuan hukum adat bagi golongan
Bumiputra

Akan halnya perkembangan hukum di Amerika Serikat, di abad ke sem-
bilan belas dan paruh pertamaabad ke dua puluh, hukum Amerika dikembang-
kan dan ditegakkan dengan bertumpu pada paham hukum positivistik dan di-
kenal sebagai “kampiun” dalam penegakan rule of law. Namun segeradisadari
oleh paraahli hukum di Amerika, bahkan termasuk di antaranyayang berlatar
belakang jurist profesional seperti Oliver Mendel Holmes, yang memperlihatkan
penol akan pada paham hukum positivitik itu, dengan mengatakan the exercise
of law is not always logic but experience. Perjalanan hukum tidak melulu ber-
dasarkan aur logikamelainkan jugaditentukan ol eh pengalaman.

K eterkaitan antarapenegakan hukum dengannilai-nilal kultural yang terdapat
diddammasyarakat tdlahlamamenjadi perhatian paraahli hukumberdiransosologis
Tokoh-tokoh seperti Roscoe Pound dan Eugen Erlich mem-berikan perhatian besar

Dampak Negatif Pangabaian Nilai Kultural ... -- Natangsa Surbakti 45



pada perlunya pembentukan dan pembaharuan hukum yang bersumber padanilai-
nilai hukumyang hidup di dalam masyarakat (living law). Tesshukumyang mereka
g ukan, bahwahukum yang baik itu adalah hukum yang sesua dengan nilai-nilai
hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Perkembangan pemikiran hukum kritis dan kemudian dilanjutkan oleh
paham hukum pos-modern, seperti halnya paham hukum berparadigma sosio-
logis, jugamenegaskan penolakan (antitesis) terhadap ide-ide pemikiran hukum
berparadigmapositivistik. Dalam pandangan para penganut pemikiran hukum
berparadigmalkritis, seperti Roberto MangabeiraUnger, ide-ide pemikiran hu-
kum berparadigmapositivistik itu seakan-akan disederhanakan tetapi sebenar-
nya menyembunyikan banyak kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat di
dalamnya.® Fenomenatersel ubung yang dirisaukan Unger dikenal denganreifi-
kasi (reification) hukum. Reifikas merupakan prosesdi manamasyarakat secara
bersama-sama secara sadar atau tidak, justru malah membantu menciptakan
struktur dan lembaga yang sebenarnya justru semakin memperkuat dominasi
negara atas aspek kehidupan masyarakat. Dengan reifikasi hukum dilihat dan
dirasakan oleh masyarakat sebaga sesuatu yang dianggap benar apa adanya,
bahkan bersifat a amiah kendati pun sebenarnyaiajustru menciptakan ketidak-
seimbangan di dalam masyarakat. Hal ini yang dikatakan oleh Charles Samp-
ford, bahwabasis sosial hukum sebenarnya penuh dengan hubungan-hubungan
yang bersifat tidak seimbang. Dengan demikian, apayang di permukaan tampak
teratur, tertib, jelas dan pasti, sebenarnya adal ah ketidakteraturan (disorder).’

Dalam pandangan kaum kritis, di bawah dominasi (baca: hegemoni)
hukum negarayang berparadigmapositivistik masyarakat menjadi terbelenggu
tidak berdaya, karena hukum dibentuk dan diberlakukan hanyauntuk membela
kepentingan sekelompok orang yang berada di lingkaran kekuasaan politik
dan ekonomi belaka. Pada saat yang sama, justru meminggirkan sebagian besar
masyarakat yang tidak memiliki akses padakekuasaan. Oleh karenaitu, dalam
pandangan kaum kritis, hukum itu harus direkonstruksi bukan dengan paradig-
mapositivistik melainkan ke arah konstruksi hukum yang melindungi dan mem-
berdayakan sel uruh |api san masyarakat terutamamasyarakat yang lemah, yang
tidak memiliki akses pada kekuasaan (empowering the society).

5 Roberto Mangabira Unger, 1999, GerakanStudiHukumKritis, Jakarta: ELSAM, hal. 159.
" Charles Sampford. 1989. The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory. Oxford: Basil Blackwell.
Hal. 267-269.
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Gagasan hukum yang dikembangkan ol eh parapenganut airan hukumkritis
ini kemudian dilanjutkan ol eh para penganut paham hukum post-modern. Para
penganut hukum pos-modern memperolehinsiprasinyadari paham pos-modern,
berusaha mempersoal kan kegagal an paham hukum modern yang berparadigma
positivistik dalam memberikan janji keadilan. Keadilan hukumyang dijanjikan oleh
sistem hukum modern yang didukung ol eh banyak negarayang mengaku sebagai
negaramodern termasuk Indonesiaternyataomong kosong belaka. Penegakan
hukum yang hanyamemberikan keadilan formal bel akadan bukan keadilan materiil
sebagal manayang diharapkan masyarakat, jelas sangat mengecewakan.

K ekecewaan yang membuncah karena kegagal an sistem hukum modern
berparadigma positivistik dalam memenuhi janji keadilan, mendorong banyak
ahli hukum berusahamencari aternatif lain sebagai mekanisme penyelesaian
masal ah hukum selain sistem hukum formal. Padagilirannya, paraahli hukum
dan masyarakat secara spontan menoleh kembali kepada pola-polapenyelesaian
masal ah-masalah hukum (baca: kasus, perselisihan, sengketa, perkara) yang
terdapat di dalam khasanah budaya masyarakat tradisional .

Pola-pola penyelesaian perselisihan di dalam masyarakat tradisional
terdapat hampir semua negara, di semuamasyarakat di semua belahan dunia,®
sebenarnyatelah terdapat sejak lamanamun mengalami peminggiran yang dise-
babkan naik panggung dan berjayanyas stem hukum negaraberparadigmaposi-
tivistik. Barda Nawawi Arief menganal ogikan hukum tradisional yang meng-
alami peminggiranini denganistilah“ batang terendam” .° Reformulasi dan reak-
tualisas ide-ide hukum dan keadilan yang terkandung di dalam khasanah budaya
masyarakat tradisional inilah yang di akhir abad keduapul uh dan abad dua pu-
luh satu - yang sedang berjalan -banyak menarik perhatian dengan terminologi
keadilan restoratif (restorative justice). Pemikiran hukum pos-modern, dengan
demikian, merupakan jalan ke arah kembalinyake atas panggung hukum, spirit
hukum yang syarat dengan nilai-nilai budayaatau kultural.

Keniscayaan Pelibatan Nilai Kultural Dalam Penegakan Hukum
Telah disinggung di atas, bahwa penegakan hukum dalam masyarakat yang
homogen, indugtrial, sekuler, liberal danindividualistik, bisajadi tidak menimbulkan

8Howard Zehr, 2002, The Little Book of Restorative Justice, Pensylvania: Intercourse: Good
Books, hal. 37.

9BardaNawawi Arief, 1994, Beberapa Aspek Pengembangan limu Hukum Pidana (Men-yongsong
Generasi Baru Hukum Pidanalndonesia), Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro Semarang, 25 Juni 1994, hal. 21.
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persoa an keti ka penegakan hukum mengabai kan konteksbudayamasyarakat. Akan
tetapi |ain persoa annyaketika penegakan hukum berlangsung dalam masyarakat
yang heterogen, majemuk dalam berbagai aspek kehidupan terutama budaya
masyarakatnya. Menjadi sunguh-sungguh aneh danjanggd ketikapemerintah, dengan
mengatasnamakan rakyat membentuk undang-undang, memberlakukan undang-
undang dan menyel esaikan persoal an-persoalan hukum yang timbul di dalam
masyarakat tanpamemperhatikan nilai-nilai budayamasyarakat.

Daam kontekskeindonesiaan, semenjak Proklamas kemerdekaan 17 Agustus
1945, te ah terlihat setidaknyasecaraformal keinginan bangsaini untuk membangun
sistem hukum berdasarkan budayamasyarakat |ndonesia. Dikatakan bahwaspirit
hukum nasionalistik itu terlihat di dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945,
dantergrat di dalam Pembukaannya. Di dalam berbagai seminar ilmiahdi tanahair
juga tidak kurang banyak desakan perlunya penegakan hukum dengan
memperhatikan nilal budaya (aspek kulturd) masyarakat. Di ddam Garis-garisBesar
Haluan Negara (dalam Ketetapan MPR RI), juga tertuang arah kebijakan
budaya nasional. Demikian juga halnya di dalam Undang-undang K ekuasaan
K ehakiman (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor
48 Tahun 2009). Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 dikatakan,
Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Secaranormatif dan formal, penegakan hukum di Indonesiawajib dilakukan
dengan memperhatikan secarapenuh nilai-nilai budaya(masyarakat) tempat proses
penegakan hukum berlangsung. Namun demikian, secaraobjektif kitamelihat betapa
banyaknyabukti yang memperlihatkan betapa proses penegakan hukum di tanah
alr mengabai kan aspek-aspek kultural masyarakat ini. Sebagaimanatelah disnggung
di awal tulisan ini, penegakan hukum di semua fasetnya (proses pembuatan
perundang-undangan di lembagal egidatif, proses penergpan hukum oleh kekuasaan
eksekutif, dan proses penyel esaian perkaraoleh kekuasaan yudisial) tidak terlepas
dari praktik-praktik yang mengabaikan moral (akhlak).

Di ranah pembentukan hukum, di dalam Undang-undang Peradilan Agama
1989 terdapat hak opsi (hak memilih hukum waris) bagi wargamasyarakat yang
beragamaldam. Berbaga hadil penditian memperlihatkan, banyak wargamasyarakeat
yang memilih proses penyel esaian sengketawarisan melalui Pengadilan Negeri
dikarenakan pertimbangan keuntungan ekonomisdari pembagian hartawarisyang
samaantgaraanak | aki-laki dan perempuan. Penyel esaian sengketawarisdengan
menggunakan syariat |dam meskipun sg atinyalebih memberikan kemad ahatanddam
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kehidupan duniadan akhirat. Dalam konteksini terlihat bahwawargamasyarakat
yang awvam daam pemahaman garan |dam yang merekaanut, menuding Pengadilan
Agamatidak adil dalam penyelesaian perkarawaris.

Dalam ranah pel aksanaan peraturan perundang-undangan, terdapat fenomena
yang unik. Dengan diberl akukannyaUndang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang
Pemerintahan Desa, makaseluruh desadari Sabang sampai M erauke mengalami
penyeragaman bentuk mengikuti struktur desadi pulau Jawa. Penyeragaman struktur
ini telah berakibat hilangnyastruktur pemerintahan desayang asli berdasarkan
kebudayaan masyarakat setempat di sebagian terbesar wilayah di tanah air. Keunikan
terjadi di dalam masyarakat Bali, yang tidak menolak berlakunyaUndang-undang
Pemerintahan Desadari Pemerintah Pusat, tetapi jugatetap mempertahankan struktur
desa yang asli. Dengan demikian dalam masyarakat Bali terdapat dua pola
pemerintahan desa, yakni pemerintahan desadinas dan pemerintahan desa adat
(desapekraman). Keunikan semacam ini tidak terdapat di daerah dan masyarakat
lain. Barulah setelah jatuhnyarezim Orde Baru dan dicabutnya Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1979itu, masing-masing daerah di tanah air mencobamengembalikan
struktur masyarakat desaberdasarkan budayamasyarakat yang adli.

Pengabaian nilai-nilai budayayang menekankan padakearifan|okal telah
banyak menimbulkan ekses negatif di dalam masyarakat. Sebutkanlah misalnya,
putusan Mahkamah Agung RI di awal tahun 60-an yang menyatakan hak waris
anak laki-laki dan anak perempuan dalam masyarakat Batak Karo (SumateraUtara)
memiliki bagian yang sama. Penyamaan bagian hak waris telah menyebabkan
timbulnyajarak batin yang jauh antaraketurunan anak | aki-laki dengan keturunan
anak perempuan dalam masyarakat Batak Karo yang menempuh pembahagian harta
warisdengan mengikuti putusan MA tersebut. Dalam budayamasyarakat Batak
Karoyang patriaka , anak perempuan yang menikah memasuki lingkungan keluarga
suami, dan saudaralaki-laki merupakan tempat perlindungan hidup bagi saudara
perempuan. Dari sudut pandang sosiologi hukum, putusan MA tersebut justru menjadi
faktor disintegratif bagi masyarakat Batak Karo.

Fenomenalain yang jugamemprihatinkan sebagai ekses pengabaikan rasa
keadilan masyarakat ini ada ah terjadinyaserangan terhadap hakim yang memeriksa
perkara. Serangan fisik sebagai bentuk protes, telah terjadi di berbagai daerah di
tanah air, karenamerasadi perl akukan sewenang-wenang oleh mgelishakim dengan
pendasaran faktayang tidak benar dan putusan yang sesat. Kegagal an eksekus
putusan hakim jugatel ah sering terjadi, dikarenakan salah satu pihak merasakan
putusan hakim jauh dari rasakeadilan dan kemanu-siaan.
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Fenomena carok merupakan sal ah satu fenomenayang syarat dengan nilai-
nilai budayamasyarakat Madura. Carok merupakan tindakan bal as dendam yang
berakibat kematian korban yang dilakukan ol eh seseorang atau sekelompok orang
yang merasadirendahkan harkat dan martabatnyaol eh pihak lawan. Pelanggaran
terhadap hargadiri tidak dapat ditolerans oleh pihak korban pertama, dan satu-
satunyacarapenyel esaian terhormat adal ah tindakan bal as dendam. Penyelesaian
kasus-kasuscarok hinggasaat ini masih sgjadilakukan dengan pendekatan legdistik
formal, sebuatan lain untuk polapenegakan hukum ber-paradigmapositivistik.
K etidakperdulian aparat penegak hukum terhadap kon-teks budayamasyarakat
M aduradalam proses penanganan perkaracarok, ber-akibat praktik carok tidak
pernah mereda.’

Peran Moral Dalam Penegakan Hukum

Bagi aparat penegak hukum yang bersikukuh pada paham hukum ber-
paradigma positivistik, moralitas penegakan hukum adalah keharusan untuk
berpegang teguh padakai dah-kai dah hukum yang tertulis sebagai manaterdapat
di dalam undang-undang. Keadilan hukum berada di antara margin atas dan
margin bawah sebagaimanayang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang.
Manifestasi paham hukum positivistik yang menjadi batu penjuru para penga-
gumnya adalah Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang mengakui hukum yang tertulis
sgjasebagal sumber hukum positif. Sikap bersikukuh padagjaran sifat melawan
hukum formal ini telah menjadi dalil tempat berlindung yang aman dari aparat
penegak hukum yang menjadikan dirinyasendiri dan parapencari keadilan la-
yaknyarobot-robot tak berhati nurani.

Kembali kepada komitmen penegakan hukum sebagaimana terdapat di
dalam berbaga sumber hukum nasional yakni kewajiban untuk mengako-
modasi nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. K etentuan undang-
undang yang tidak ditindaklanjuti dengan penjabarannya di dalam peraturan
perundang-undangan, menyebabkan ketentuan undang-undang yang sebatas
bermaknaim-peratif itu tidak banyak berarti dalam praktik penegakan hukum.

Harusdiakui, sebagaimanatel ah disebutkan di depan, penegakan hukum
melibatkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, proses pene-

oMahrusAli, “ AkomodasiNilai-NilaiBudayaMasyarakat Madura Mengenai Penyelesaian
CarokDalamHukumPidana”, dalamJurnalHukum FH Ull Yogyakarta, Vol. 17 No. 1, Janu-ari 2010,
hal. 85-101; Mahrus Ali, 2010, Menggugat Dominasi Hukum Negara, Yogya-karta: Rangkang, hal.
139-147.
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rapan peraturan perundang-undangan dan proses penyelesaian perkara dan
eksekusinyabilamanaterjadi pelanggaran. Tigatahapan penegakan hukum ini
melibatkan sgjumlah besar manusia yang bertanggung jawab pada posisinya
masing-masing. Sejumlah besar kasus yang melanda aparat penegak hukum
dan kisruhnya dunia penegakan hukum di tanah air, menegaskan bahwa
segjumlah besar aparat penegak hukum telah kehilangan moralitas (akhlakul
karimah). Hukum sebagai instrumen normatif dan proses penegakan hukum
telah dijadikan oleh paraaparat penegakan hukum yang berakhlak buruk sebagai
gjang mencari keuntungan finansial bagi diri sendiri dan kelompoknya. Dalam
konteksini, sikap aparat penegak hukum dalam berhubungan dengan moralitas
dan nilai-nilai kearifan kultural cenderung oportunistis. Pilihan sikap bermoral
semata-mata berdasarkan pertimbangan kepentingan sesaat, sebaga manapeng-
abaian moralitas juga didasarkan pada pertimbangan untung rugi kebendaan.

Bilamana dihubungkan dengan sikap keberagamaan sebagian terbesar
aparat penegak hukum yang secara statistik beragama Islam, maka dapatlah
dikatakan bahwa sejumlah besar aparat penegak hukum di tanah air telah jauh
dari sikap sepantasnyadari orang-orang yang mengaku beriman. Sepak terjang
sejumlah besar aparat penegak hukum telah masuk dalam makna ayat Al Qur
"anul Karim: (Syaitan) menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka
yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang
kafir. (At Taubah/9: 37) Di surat yang lain ditakan oleh Allah SWT, .... hati
mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka
kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. (Al An’am/6: 43)

Esens yang terkandung di dalam kedua ayat Al Qur’an di atas adalah,
bilamana seseorang mengingkari ayat-ayat Allah SWT, maka syaitan akan men-
jadikannya merasa indah semua perbuatan buruk dan kemaksiatan yang di-
lakukannya. Inilah agaknya yang menjadikan sejumlah besar aparat penegak
hukum yang kendati pun disumpah menurut g aran agama dalam menjalankan
pekerjaannya. Menjadi kriminal seakan tak lagi bermaknastigmatik apapun.

PENUTUP

Banyak pihak yang skeptisterhadap upaya perbaikan kinerjapenegakan
hukum di tanah air. Sebagian kalangan bahkan sampai padakesi mpulan bahwa
bangsa I ndonesia sedang memasuki fase kebangkrutan moral .Dengan melihat
fenomenameluasnyaskalakorupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
di tanah air, tengarayang bernadaekstrem itu memang terasatidak berlebihan.
Sebab setiap orang di dalam kapasitasnya seakan berupayamengambil kesem-
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patan melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya menguntungkan diri dan
kelompoknya.

Daamkonteksini, sangat pantasdi pertanyakan bagaimanaimplementas TAP
MPR RI Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika K ehidupan Berbangsa. Hinggakini
tak terdengar bagaimanatindak lanjut TAPM PR tersebut. Seyogyanyadokumen
hukumyang sebenarnyamemiliki nilal penting dalam upayaperbaikan morditasanak
bangsa, ditindaklanjuti sebagaimanamestinya.

Patut puladipertanyakankontribus lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat
terendah hinggatingkat tertinggi dalam pembentukan karakter anak bangsakearah
yang lebih bermord ataukah justru lebih korup. Polapendidikan akhlak yang keliru
sejak dini dapat menjadi pabrik lahirnya generasi bangsa yang korup.Pola
pengembangan karier guru melalui sertifikas yang banyak diwarnal dengan praktik-
praktik kebohongan, sebenarnyamerefleksikan praktik yang sesat dalam sistem
pendidikandi tanahair.
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